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ABSTRAK 

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 
menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 
keadilan (exaequoetbono), mengandung kepastian hukum, keadilan dan 
kemanfaatan, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak. Apabila 
ada benturan antara kepastian hukum, maka keadilanlah yang lebih 
dikedepankan. Realitanya hakim ketika memutuskan perkara permohonan 
dispensasi perkawinan menghadapi masalah dilematis. Satu sisi sebagai lembaga 
yudikatif, harus menegakan hukum. Di sisi lain hakim harus melindungi hak anak 
untuk mencegah semakin meningkatnya perkawinan dini dengan memperhatikan 
Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan 
Anak. Angka permohonan dispensasi perkawinan sendiri di Kabupaten Bantul 
cukup tinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dengan jumlah mencapai 717 
kasus dan menduduki urutan kedua setelah Kabupaten Gunung Kidul. 

Penyusun menggunakan dua objek penetapan yakni Penetapan Nomor 
0093/Pdt.P/2015/PA.Btl dengan Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl 
sebagai bahan penelitian dalam karya ilmiah ini di Pengadilan Agama Bantul. 
Penulis lebih memilih dengan menggunakan penelitian lapangan (field research) 
agar bisa mendapatkan data yang lebih konkrit salah satunya dengan melakukan 
wawancara dengan hakim sekaligus menggunakan pendekatan normatif dalam 
penyusunan karya ilmiah ini. 

Berdasarkan Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl Majelis Hakim 
berpendapat lebih mengutamakan meraih kemaslahatan dan menolak 
kemafsadatan. Terlebih calon suami anak pemohon sudah berpenghasilan Rp. 
1.200.000,-. Sehingga dapat dipandang memadai untuk modal awal berumah 
tangga dengan calon istrinya Sebaliknya berdasarkan pertimbangan Majelis 
Hakim dalam Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl, adalah kemaslahatan 
atau kepentingan terbaik bagi anak pemohon dan calon suami anak pemohon. 
Majelis Hakim lebih mengedepankan kemaslahatan jangka panjang dan 
konsekuensi-konsekuensi kedepanya, hakim juga memperhatikan dua hal, yaitu 
hak-hak anak dan kesejahteraan. Kepentingan hak anak dan kesejahteraan anak 
baik yang bersifat lahiriyah maupun batiniyah juga menjadi bahan pertimbangan 
hakim, baik fisik maupun psikis. Terlebih calon suami anak pemohon bekerja 
sebagai Buruh dengan penghasilan yang tak menentu. Sehingga Majelis Hakim 
memandang menolak lebih baik dari pada mengabulkan permohonan dispensasi 
perkawinan tersebut. 

Kata kunci :  Pertimbangan Hakim, Dispensasi Perkawinan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan suatu ikatan untuk membentuk keluarga yang 

bahagia dan kekal, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan 

bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seoarang 

wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1), merumuskan 

bahwasanya perkawinan adalah : 

“ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 
bahagia dan kekal berdasrkan Ketuhanan Yang Maha Esa”2 

 Perkawinan terdapat lima unsur didalamya adalah sebagai berikut: 

a. Ikatan lahir batin 

b. Antara seorang pria dan wanita 

c. Sebagai suami istri 

d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. 

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

                                                           
1 Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  Tentang Perkawinan. 
 
2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, 

(Surabaya: Arkola, 1998), hlm. 34. 

1 
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Bahwasanya didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal (1) 

merumuskan bahwa ikatan suami istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, 

perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan 

dari agama yang dianut suami istri.3 

Hidup bersama suami istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk 

tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami istri tetapi dapat 

membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan 

harmonis antara suami istri. Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang 

laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Hal ini 

sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, 

perlu adanya Undang-undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga 

negara .4 

Pertimbangan dari pasal tersebut adalah bahwa negara yang berdasarkan 

kepada Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan 

mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan 

bukan saja mempunyai unsur lahir jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani 

yang mempunyai peranan penting.5 Menjembatani antara kebutuhan kodrati 

manusia dengan pencapian esensi dari suatu perkawinan, Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus 

                                                           
3 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia, 

(Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), hlm. 8. 
 
4Ibid. 
 
5 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia…., 

hlm. 8. 
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dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu diantaranya adalah ketentuan dalam pasal 

7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 

(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.6 

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, muncul suatu 

permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, lunturnya moral value atau nilai-

nilai ahklak yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja dan hubungan zina di 

masyarakat menjadi hal biasa sehingga terjadi kejadian hamil di luar nikah, 

ditambah lagi seiringnya tuntutan zaman serta desakan ekonomi. Akibatnya orang 

tua tersebut menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan masa depan anaknya. 

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan yang berbunyi : 

Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta 
dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh 
kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.7 

Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa hakim memberikan dispensasi 

kepada pemohon yang ingin mengajukan dispensasi perkawinan anak dibawah  

umur. Apabila anak perempuan hamil diluar nikah ataupun akibat desakan orang 

tua. 

Idealitanya dasar pertimbangan hakim dalam  penetapan dispensasi 

perkawinan usia dini anak dibawah  umur sesuai dengan Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membatasi usia perkawinan minimal 19 

                                                           
6 Andi Hakim Nasution, Membina Keluarga Bahagia, Cetakan Keempat (Jakarta : PT. 

Pustaka Antara), hlm. 28. 

 
7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Usia dan kedewasaan 

menjadi hal yang harus dipehatikan dalam perkawinan bagi pria dan wanita yang 

ingin melansungkan perkawinan. Tetapi pada hakekatnya dispensasi dihindari 

karena melanggar hak anak, tapi bisa menjadi alternatif terakhir dengan 

mempertimbangkan hal-hal yang terbaik bagi anak. Pengaturan mengenai hak 

anak sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  Tentang Perlindungan 

Anak, yang meliputi hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan, hak sipil 

dan hak kebebasan, hak pengasuhan dan perawatan, hak bermain dan hak 

berpatisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus.8 

 Hak anak dalam perkawinan usia dini sebenarnya melihat bagaimana 

perlindungan hak anak jika dijadikan sebagai subjek dalam perkwinan usia dini, 

dilihat dari sisi hukum nasional sendiri, melihat sisi sejarah peraturan perundang-

undangan tersebut lahir adalah sebagai alat bukti dari implementasi ratifikasi 

Konvensi Hak Anak yang bertujuan melindungi kepetingan dan pemenuhan hak 

di Indonesia. 

 Beberapa fakta menunjukkan bahwa masyarakat Bantul ternyata masih 

banyak yang meminta dispensasi perkawinan dengan berbagai alasan. Seperti 

hamil di luar nikah, syarat administrasi bekerja sebagai transmigran dan 

                                                           
8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang  

Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak Tahun 2002. 
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kekawatiran orang tua itu yang sering menjadi alasan nikah dini.9 Realitanya 

sehari-hari hakim ketika diajukan perkara permohonan dispensasi perkawinan 

menghadapi masalah dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus 

menegakan hukum. Di sisi lain hakim harus melindungi hak anak untuk 

mencegah semakin meningkatnya perkawinan dini dengan memperhatikan Pasal 

26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak 

yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk 

mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini. 

Angka dispensasi perkawinan atau permohonan perkawinan di Kabupaten 

Bantul cenderung tinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dari angka 

tersebut kebanyakan yang meminta dispensasi kawin adalah pihak orang tua.10 

Karena pada umunya karena si anak sudah hamil terlebih dahulu atau karena 

murni perkawinan. Seharusnya untuk menentukan sebuah perkawinan, ada dua 

pertimbangan, yakni kesiapan rohani dan ekonomi. Namun ekonomi sering 

diabaikan oleh orangtua tersebut.  

Sepeti dikutip dari tribunnews Humas Pengadilan Agama (PA) Bantul, 

Yuniati Faizah mengatakan11 bahwa tahun 2014 lalu Bantul menduduki urutan 

kedua setelah Gunungkidul diikuti Sleman, Kota Yogyakarta dan Wates dalam hal 

perkawinan dini. Pada tahun 2014 lalu, angka dispensasi kawin di PA sebanyak 

                                                           
9 Wawancara pada tanggal 12 Agustus 2015 dengan Panitera Muda Pengadilan Agama 

Bantul , Ahmad Fatkhurohman, S.H. 

 
10 Nur Lailah Ahmad, Angka Perkawinan Dini di Bantul, dalam 

http://www.bantulkab.go.id di akses pada tanggal 11 Agustus 2015 pukul 21.00 WIB. 
 
11 http://www.jogja.tribunews/bantul.com di akses pada tanggal 11 Agustus 2015 pukul 

21.05 WIB. 
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132 kasus. Dalam kurung waktu tahun 2014 ada 204 perkara permohonan yang 

masuk. Khusus dispensasi kawin ada 132 dari 204 perkara permohonan tersebut. 

Berdasarkan data yang dimiliki Pengadilan Agama Bantul, pada tahun 2010 

terdapat 115 perkara dispensasi kawin, 2011 sebanyak 145, tahun 2012 sebanyak 

151 dan tahun 2013 mencapai 174 perkara. Dari tahun 2013 ke 2014 memang 

mengalami penurunan, hanya saja angka sebesar itu masih cukup tinggi untuk 

Kabupaten Bantul yang bukan merupakan perkotaan. 

Pada Pengadilan Agama Bantul, terdapat kasus yang serupa mengenai 

permohonan dispensasi perkawinan , namun memiliki penetapan yang berbeda. 

Pada kasus pertama, hakim menerima permohonan dispensasi perkawinan anak di 

bawah umur dengan Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl, sedangkan pada 

kasus kedua hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan 

tertentu dalam Nomor Penetapan 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl, padahal dalam kedua 

kasus tersebut kedua pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan 

bukan dalam keadaan terpaksa melainkan memang murni keinginan dari para 

pemohon tersebut. Dengan memperhatikan kedua penetapan tersebut, maka 

penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuliskan hasilnya dalam 

sebuah skripsi yang berjudul “Pertimbangan Dan Diskresi Hukum Hakim Dalam 

Penyelesaian Dispensasi Perkawinan (Studi Perbandingan Penetapan Nomor 

0093/Pdt.P/2015/PA.Btl Dengan Penetapan Nomor  0036/Pdt.P/2011/PA.Btl) Di 

Pengadilan Agama Bantul.”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penyusun 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan 

dispensasi perkwinan berdasarkan Penetapan Nomor 

0093/Pdt.P/2015/PA.Btl dan dasar pertimbangan hakim menolak 

permohonan dispensasi perkawinan Penetapan Nomor 

0036/Pdt.P/2011/PA.Btl? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini 

yaitu : 

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pemberian 

permohonan dispensasi terhadap perkawinan anak dibawah umur serta 

akibat hukumnya pada Pengadilan Agama Bantul. 

2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap permohonan pemberian 

dispensasi terhadap perkawinan anak dibawah umur dan akibat 

hukumnya pada Pengadilan Agama Bantul. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dengan adanya penelitian ini yaitu : 

1. Secara Teoretis : 

a. Untuk menambah pemahaman terhadap penyusun khususnya 

dalam bidang perkawinan. 

b. Untuk menambah pengembangan Ilmu Pengetahuan bidang hukum 

keperdataan khususnya permohonan dispensasi perkawinan anak 

dibawah umur. 

2. Secara Praktis : 

a. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam bidang 

perkawinan. 

b. Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat membuka 

pengetahuan masyarakat akan pentingya kepastian hukum 

khususnya permohonan pemberian dispensasi perkawinan anak 

dibawah umur. 

 

E. Telaah Pustaka 

Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 1 ayat 

(1) yang menyatakan tentang umur sebagai salah satu syarat yang perlu dipenuhi 

bila pasangan calon pengantin akan melakukan perkawinan. Batasan umur 

memiliki peranan dalam perkawinan, hal ini didasarkan pada pertimbangan 

kesehatan pasangan calon pengantin terlebih pada anak mereka nantinya. 
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Penyusun telah melakukan penelusura terhadap karya ilmiah yang ada. 

Penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai 

dispensasi kawin.Untuk membantu dan sebagai referensi dalam kajian ini, tentu 

tidak dapat dihindari dan mutlak dilakukan, meskipun objek kajianya berbeda, 

beberapa literature tersebut memiliki titik singgung (keterkaitan) dengan objek 

kajian skripsi ini. 

Beberapa karya ilmiah tentang dispensasi perkawinan diantaranya yang 

ditulis Fauzan Khumasi dengan judul: “Dispensasi kawin (Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bantul pada perkara No. 

15/Pdt.P/2009/PA.Btl.” Penelitian ini menyebutkan bahwa dalam perkara tersebut 

hakim menetapkan bahwa pemohon diberikan izin dispensasi kawin. Namun, 

menurut peneliti hakim dalam memberikan izin dispensasi kawin kurang sesuai 

baik dalam Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan maupun Hukum Islam, 

Karena Hakim dalam memberikan dispensasi kawin hanya bertujuan untuk 

menghindar dari perbuatan perzinaan dan tidak mempertimbangkan aspek-aspek 

negatif yang dapat ditimbulkan dari perkawinan dibawah umur.12 

Skripsi yang ditulis oleh Muslihati Anik Listiarin dengan judul; “ 

Pertimbangan Hukum Dispensasi kawin Oleh Hakim Pengadilan Agama Bantul 

Bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2001-2004.” Penelitian ini 

menemukan bahwa sesuai yang tertera dalam Pasal 7 ayat (2) bahwa apabila 

terjadi penyimpangan dari hal tersebut (calon mempelai pria belum mencapai 

                                                           
12 Fauzan Khumasi, “Dispensasi kawin (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan 

Hakim Pengadilan Agama Bantul Pada Perkara No. 15/Pdt.P/PA.Btl)”,Skripsi, Fakultas Syari’ah 
dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2010. 
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umur 19 tahun atau calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun) maka 

dapat meminta dispensasi kawin kepada pengadilan atau pejabat lain yang 

ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak. Secara normatif adalah untuk 

kemaslahatan semua pihak , baik itu kedua orang tua dari pria maupun wanita, 

juga pihak keluarga dan masyarakat umum pada umumnya. Orang tua atau wali 

yang mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya karena khawatir tergelincir 

berbuat dosa dan melanggar peraturan perundang-undangan dan hukum islam. 

Keduanya sudah saling mencintau dan sulit untuk dipisahkan. Oleh kareni itu, 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul mengabulkan permohonan dispensasi 

kawinya.13 

Skripsi yang ditulis oleh Hendra Fahrudin Amin dengan judul: “Tinjauan 

Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bantul 

Tahun 2001-2005.” Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa 

Majelis Hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan 

berdasrkan pertimbangan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai dan melihat 

alasan-alasan yang diajukan pemohon serta fakta dalam persidangan. Meskipun 

fakta dilapangan menunjukan bertambah banyak permohonan dispensasi 

perkawinan. Disisi lain hakim juga tidak mempunyai wewenang untuk mencegah 

semakin banyaknya permohonan dispensasi perkawinan karena secara yuridis 

                                                           
13 Muslihati Anik Listiarin, “Pertimbangan Hukum Dispensasi kawin oleh Pengadilan 

Agama Bantul bagi Pasangan Calon Pengantin Usia Dini Tahun 2001-2004”, Skipsi, Fakultas 
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, Tahun 2010. 
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Undang-Undang Perkawinan memberikan peluang untuk melaksanakan 

perkawinan dibawah umur.14 

Skripsi Azharuddin Efendi Uswa dengan judul “Perkawinan Di Bawah 

Umur Di Kabupaten Bantul (Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim 

Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2005)”,15 skripsi ini membahas tentang 

motif dan faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur. 

Sedangkan dalam skripsi Zakky Mahbub yang berjudul “Dispensasi 

Kawin Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Pengadilan Agama Bantul Tahun 

2001-2003”. Hasil dari penelitian ini menggambarkan faktor dominan yang 

menjadi faktr penyebab terjadinya perkawinan adalah pertunangan yang sudah 

lama dilakukan oleh kedua mempelai, yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan 

Agama dengan pertimbangan kedua calon mempelai dirasa sudah siap untuk 

melakukan perkawinan dan untuk menghindari hal-hal yang dapat melanggar 

norma dan agama. Akibat yang paling buruk dengan adanya perkawinan di usia 

mda adalah perceraian, mengingat besar kemungkinanya akan terjadi krisis 

akhlak, tidak adanya tanggung jawab dan tidak adanya keharmonisan yang 

menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak sesuai dengan yang diharapkan.16 

                                                           
14 Hendra Fahrudin Amin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan Dispensasi kawin 

di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2005”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 
Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, Tahun 2010 

 
15 Azharuddin Efendi Uswa, “Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Bantul 

(Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bantul Tahun 2001-2005)” 
Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta (2008). 

 
16 Zakky Mahbub, “Dispensasi Kawin Dalam Usia Muda dan Akibatnya di Pengadilan 

Agama Bantul Tahun 2001-2003”. Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kali 
Jaga Yogyakarta (2004). 
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Sedangkan skripsi yang penyusun bahas berbeda dengan skripsi-skripsi 

diatas, bedanya disini adalah penetapan yang dibahas. Skripsi yang penyusun 

bahas adalah tentang apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan 

menolak permohonan dispensasi perkawinan, serta bagaimana diskresi hokum 

terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan perkara dispensasi perkawinan di 

Pengadilan Agama Bantul. 

F. Kerangka Teoretik 

Kerangka teoretik merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau 

paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian 

atau untuk merumuskan hipotesis. 

1. Maslahah 

 menurut lughat terdiri dari dua kata, yaitu ا��
�	� ا������

�	�
 Kata maslahah berasal dari kata kerja bahasa arab .ا������ dan ا��

yaitu :  ���–  ��
–  �	�� - �	�
� . Yang berarti sesuatu yang 

mendatangkan kebaikan. 

Sedangkan kata mursalah berasal dari kata kerja yang 

ditafsirkan sehingga menjadi isim maf’ul, yaitu :  أر��–  ���إر��� - . 

Menjadi yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). 

Perpaduan dua kata menjadi “maslahah mursalah” yang berarti prinsip 

kemaslahan (kebaikan) yang dipergunakan menetapka suatu hukum 

islam. Suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat). 

Adapun maslahah menurut Al- Ghazali :17  

                                                           
17 Amir Syarifuddin, Ushul fiqh II, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 63. 
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18 

 

Artinya : “ Memelihara tujuan syara’ (Dalam menetapkan hukum)” 

Teori maslahah berasal dari teori hukum Islam yang orientasi 

bidikannya lebih dari  menekankan  unsur kemaslahatan  atau  

kemanfaatan  untuk  manusia daripada mempersoalkan masalah-

masalah yang normatif belaka. Teori ini tidak semata-mata melihat 

bunyi teks hukum (bunyi ayat al-quran dan hadis}) maupun undang-

undang tertulis, melainkan lebih menitik beratkan pada prinsip- 

prinsip menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan 

syara’. Imam Al- Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus 

sejalan dengan tujuan syara’,  sekalipun  bertentangan  dengan  tujuan-

tujuan  manusia  karena kemaslahatan manusia tidak selamanya 

didasarkan kepada kehendak syara’.18
 

Jamaluddin  Abdurrahman  menyebutkan maslahah dengan  

pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu  ialah semua 

apa yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun 

yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.19 

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi maslahah itu 

ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia 

serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, 

                                                           
18

 Azyumardi Azra, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 183. 
 
19 Ibid. 
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kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan  nilai kebaikan yang patut  

dan layak yang memang dibutuhkan manusia. 

 

“Maslahah  pada dasarnya ialah berusaha meraih dan 

mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan”. 

Dari beberapa definisi diatas, esensi dari maslahah yang 

dimaksudkan adalah   sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan 

syara’ bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan 

dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa 

tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan 

kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan di 

dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bias membawa kepada  

kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah 

digariskan oleh syari’ adalah bertujuan untuk menciptakan 

kemaslahatan bagi manusia.20 

Dengan demikian, maslahah adalah suatu kemaslahatan yang 

tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika 

terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalannya jika terdapat 

suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada ’illat   

yang  keluar  dari  syara,  yang menentukan kejelasan hukum tersebut, 

                                                           
20 Romli, SA, Muqaranah Mazahib Fil Usul, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 

158. 
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kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syara’, yaitu 

suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau  

untuk  menyatakan  suatu  manfaat,  maka kejadian tersebut dinamakan   

maslahah. Tujuan utama maslahah ialah kemaslahatan, yaitu 

memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.21 

2. Instrumentalisme Hukum 

Pandangan instrumental hukum, merupakan sebuah gagasan 

yang mengarahkan bahwa hukum adalah alat untuk mencapai sebuah 

tujuan. Hukum tersebut bisa dilaksanakan dalam berbagai cara, sebagai 

sebuah nilai dari sifat hukum, sebagai suatu sikap terhadap hukum 

yang profesor ajarkan pada siswanya, sebagai bentuk analisis 

konstitusional, sebagai  perspektif teoritis pada hukum, sebagai 

oreintasi pengacara dalam praktek sehari-hari mereka, sebagai 

pendekatan strategis dari kelompok yang teroraginisir yang 

menggunakan litigasi untuk agenda lebih lanjut mereka, sebagai 

pandangan kepada hakim untuk membuat keputusan, sebagai 

pandangan legislator dan administrator ketika memperlakukan undang-

undang peraturan. 22 

Dalam konteks ini, orang melihat hukum sebagai alat kekuasan 

untuk memajukan kepentingan pribadi atau kepentingan atau kebijakan 

dari individu atau kelompok yang mereka dukung. Saat ini, hukum 

                                                           
21 Romli, SA, Muqaranah Mazahib Fil Usul…., hlm. 159.  
 
22 Brian Z. Tamanaha, Law as a Means to an End: Threat to the Rule of Law, 

(Cambridge: Cambridge University, 2006), hlm. 1. 
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secara luas dipandang sebagai sebuah kapal kosong untuk diisi sesuai 

dengan yang diinginkan, dan untuk manipulasi, dilibatkan dan 

dimanfaatkan dalam lanjutanya.23 

Sebaliknya beberapa abad yang lalu, hukum secara luas 

dipahami memiliki konten atau isi yang diperlukan dan intregitas, yang 

dalam beberapa pengertian telah diberikan atau ditentukan. Hukum 

adalah aturan yang tepat dan mengikat masyarkat. Hukum tidak 

sepenuhnya menundukan keinginan atau kemauan individu atau 

kelompok. Ada beberapa versi dari ini, hukum dianggap terdiri dari 

aturan atau prinsip-prinsip imanen dalam kebiasaan atau budaya 

masyarakat, atau prinsip-prinsip yang diberikan tuhan yang 

diungkapkan lewat wahyu atau ditemukan melalui penerapan alasan, 

atau prinsip-prinsip ditentukan oleh sifat manusia atau persyaratan 

logis yang di perlukan dari sebuah konsep hukum obyektif. 

Istilah Intrumentalisme hukum sendiri berasal dari khasanah 

teori hukum yang berkembang di Amerika Serikat “Legal 

instrumentalism”. Secara prinsip, instrumentalisme hukum berpijak 

kepada pokok sebagai berikut: (i) tujuan Negara dalam konkritasi 

kebijakan pemerintah; (ii) kebijakan pemerintah ditetapkan dalam 

hukum untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu; (iii) tujuan-tujuan 

tertentu dirumuskan sebagai agregatisasi kehendak publik dalam aspek 

umum maupun khusus; (iv) tujuan-tujuan tertentu menjadi dasar 

                                                           
23 Brian Z. Tamanaha, Law as a Means to an End: Threat to the Rule of Law…., hlm. 1. 



17 
 

evaluasi publik terhadap eksistensi hukum; dan (v) pembentukan 

hukum melalui prosedur legislasi dan atau putusan pengadilan. 24 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)25 

yaitu mendiskripsikan Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan 

Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak di Pengadilan Agama Bantul. 

b. Metode Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka 

metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini normatif 

adalah berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban 

tentang apa yang seharusnya dari permasalahan diatas.26 Dalam hal ini 

normatif juga digunakan untuk menganalisa dasar pertimbangan hakim 

anatara Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl dengan Penetapan 

Nomor 36/Pdt.P/2011/PA.Btl. 

 

 

                                                           
24 Robert S Sumers, Instrumentalism and American legal theory, (Itacha, Cornell 

University Press) hlm. 26. 
 
25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 1. 
 
26 Ibid, hlm. 79. 
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2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bantul dan objek 

dari penelitian ini adalah berupa penetapan Nomor 

0093/Pdt.P/2015/PA.Btl tentang dispensasi perkawinan yang dikabulkan 

dengan penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl tentang dispensasi 

perkawinan yang ditolak. Alasan penulis menentukan objek penelitian di 

atas yaitu peneliti ingin membandingkan dan  menganalisis dua penetapan  

tentang dispensasi perkwaninan yang ditolak dan dikabulkan oleh hakim. 

3. Sifat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan deskriptif analitik, deskriptif yang 

dimaksud adalah bertujuan untuk menyajikan hasil penelitian dari data 

yang diperoleh berupa gugatan hak asuh anak dan pembagian harta 

bersama, proses persidangan, pertimbangan putusan hakim. Sedangkan 

analitis bertujuan untuk menganalisis putusan hakim sesuai dengan 

ketentuan yang ada. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data Primer merupakan data yang penulis peroleh di lapangan, 

yang dilakukan dengan wawancara hakim Abdur Rasyid, dan 

Faturohman selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Bantul. 
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b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang normati, dan penulis perolah 

melalui penelitian kepustakaan. Yang terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer, yaitu 

a) Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl dan 

penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl. 

b) Kompilasi Hukum Islam; 

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang 

hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.27 

Yaitu, meliputi: skripsi, tesis, kamus, buku-buku literatur 

bacaan berupa pedoman dan atau ketentuan hukum positif 

lainnya berupa hukum acara, hukum materiil dan hukum 

lainnya mengenai pembahasan sesuai dengan isi judul 

penulis. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan proses pengadaan data 

primer (informasi atau fakta-fakta di lapangan) untuk keperluan 

penelitian.28 Adapun metode yang akan digunakan dalam pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah: 

 

                                                           
27 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141. 
 
28 Ahmad Tanzeh, Metodologi Peneitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 83. 
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a. Studi Pustaka 

Melakukan infentarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang 

diperlukan seperti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview 

(tatap muka) pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan sebagai 

sumber penelitian.29 Teknik wawancara ini mempunyai kelebihan, 

yakni narasumber dapat menerangkan secara detail pertnyaan-

pertanyaan yang diajukan.30 Metode ini digunakan peneliti untuk 

menggali data yang lebih mendalam dari objek penelitian dengan 

metode tanya jawab dengan pihak-pihak terkait dalam putusan perkara 

tersebut dan dokumentasi, yaitu arsip atau berkas perkara dimaksud. 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan 

Abdur Rasyid, selaku Hakim Pengadilan Agama Bantul dan 

Faturohaman selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Bantul 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat 

atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan 

                                                           
29Ahmad Tanzeh, Metodologi Peneitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 89. 
 
30 Hariwijaya dan Bisri, Panduan Menyusun Skripsi & Tesis, (Yogyakarta: Siklus, 

2004), hlm. 45.  
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dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-

catatan seperti buku, peraturan-peraturan, dokumen yang telah ada.31 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengaturan urutan data, 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian 

dasar, sehingga dapat ditemukan tema serta tafsiran tertentu yang sesuai 

dengan tema penulis dari susunan yang didapat.32 

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisa 

kualitatif, artinya menguji data yang diperoleh dengan perundang-

undangan, teori-teori, maupun pendapat ahli sehingga dapat ditarik 

kesimpulan yang memadai sebagai karya ilmiah skripsi. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab terdiri 

dari sub-sub pahabasan sesuai dengan luasnya materi yang dianggap relavan, 

sebagai berikut; 

Bab pertama atau pendahuluan pada bab ini akan diuraikan mengenai latar 

belakang bahasan dengan tema "Pertimbangan Dan Diskresi Hukum Hakim 

Dalam Penyelesaian Dispensasi Perkawinan (Studi Perbandingan Penetapan 
                                                           

31 Hariwijaya dan Bisri, Panduan Menyusun Skripsi & Tesis, (Yogyakarta: Siklus, 2004), 
hlm. 92. 

 
32 Ahmad Tanzeh, Metodologi Peneitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 96. 
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Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl Dengan Penetapan Nomor  

0036/Pdt.P/2011/PA.Btl) Di Pengadilan Agama Bantul.”. Dari latar belakang 

tersebut selanjutnya muncul rumusan masalah yang merupakan kerangka 

permasalahan yang akan diangkat menjadi sebuah penelitian, tujuan dan kegunaan 

penelitian, tinjauan pustaka merupakan karya para sarjana yang berkaitan dengan 

penelitian ini yaitu terkait pertimbangan hakim dalam memberikan dispenasasi 

perkawinan anak di bawah umur.Pada bab ini juga memuat kerangka teoritik yang 

merupakan teori yang dijadikan landasan berpikir yang bekaitan dengan 

pertimbangan hakim. 

Bab kedua, pada bab ini akan diuraikan mengenai landasan teoritis seputar 

perkawinan, akan dibahas juga tentang ketentuan umum batasan usia untuk 

melakukan perkawinan, dispensasi perkwaninan di bawah umur dan pertimbangan 

hakim. 

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama 

Yogyakarta, meliputi : letak geografis, aturan yang mengatur tentang lembaga 

tersebut, sejarah visi dan misi, serta wilayah hukum. 

Bab keempat, pada bab ini akan diuraikan mengenai perbandingan 

penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl dengan penetapan Nomor 

0036/Pdt.P/2011/PA.Btl, serta analisis terhadap putusan tersebut. 

Bab kelima, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan-kesimpulan serta 

saran-saran yang dianggap perlu. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari uraian tentang Pertimbangan Hakim dalam Pemberian 

Permohonan Dispensasi Perkawinan Perbandingan Penetapan Nomor 

0093/Pdt.P/2015/PA.Btl dengan Penetapan 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl di atas 

penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ditinjau dari asas kemanfaatan hukum, bahwa dalam Penetapan Nomor 

0093/Pdt.P/2015/PA.Btl, bahwa jelas-jelas hakim mengedepankan asas 

kemanfaatan hukum dimana tujuan hukum dititik beratkan pada segi 

kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia 

dan bukan manusia ada untuk hukum. Permohonan dispensasi 

perkawinan dengan Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl di 

Pengadilan Agama Bantul  dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih 

besar manfaatnya dari pada tidak dikabulkan. Hakim juga berpendapat 

bahwa mengutmakan meraih kemaslahatandan menolak kemafsadatan  

( ). Sedangkan pertimbangan hakim dalam 

Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2011/PA.Btl, adalah kemaslahatan atau 

kepentingan terbaik bagi  anak pemohon dan calon suami anak pemohon. 

Setelah mendengar nasehat dan keterangan dari Majelis Hakim anak  

pemohon dan calon suaminya, keduanya mengaku mampu menjaga diri 

sekaligus sanggup menunggu sampai usianya telah cukup untuk menikah 

107 
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sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan. Demikian juga calon suami dari anak 

pemohon juga bersedia menunda perkawinanya karena keduanya belum 

siap lahir dan batin. Hal ini menjadi dasar pijakan Hakim dalam 

memutuskan perkara tersebut. Terlebih untuk membina rumah tangga 

harus siap lahir dan batin, apabila disahkan oleh majelis Hakim dengan 

kondisi calon anak pemohon dan calon suami nya, kerusakannya atau 

mafadsnya lebih besar di kawatirkan menimbulkan kemudhoratan yang 

lebih besar. 

2. Berdasarkan Penetapan Nomor 0093/Pdt.P/2015/PA.Btl Hakim juga 

berpendapat bahwasanya lebih mengutamakan meraih kemaslahatan dan 

menolak kemafsadatan ( ). Terlebih calon suami 

anak pemohon sudah berpenghasilan Rp. 1.200.000,- (satu juta enam ratus 

ribu rupiah). Sehingga dapat dipandang memadai untuk modal awal 

berumah tangga dengan calon istrinya. Majelis Hakim menimbangkan 

bahwa hukum pernikahan asalnya adalah  mubah dan bisa berubah 

menjadi sunnah mana kala orang yang akan melakukan perkawinan telah 

cukup mempunyai persiapan materiil seperti pekerjaan dan juga tidak 

dapat menjaga syahwatnya, namun biasa berubah menjadi makruh mana 

kala kedua calon yang akan melakukan perkawinan tidak cukup untuk 

memberi belanja pada istrinya dan juga masih bisa menjaga diri dari 

kekawatiran melanggar norma agama. Tetapi Majelis Hakim disini 

mengedepankan kesiapaan ekonomi dan mengabaikan hak anak. 
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Sebaliknya berdasarkan Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 

0036/Pdt.P/2011/PA.Btl, adalah kemaslahatan atau kepentingan terbaik 

bagi  anak pemohon dan calon suami anak pemohon. Majelis Hakim lebih 

mengedepankan kemaslahatan jangka panjang dan konsekuensi kedepanya 

bagi anak pemohon dan calon suaminya, terlebih hakim memperhatikan 

dua hal, yaitu hak anak dan kesejahteraanya baik yang bersifat lahiriyah 

maupun batiniyah, baik dari fisik dan psikis dengan maksud kebutuhan 

dasar yang seharusnya di peroleh anak untuk menjamin kelangsungan 

hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk ekplotasi, 

baik yang mencakup hak sipil dan, sosial. Majelis Hakim memandang 

menolak lebih baik dari pada harus mengabulkan perkara permohonan 

dispensasi perkawinan tersebut yang diajukan pemohon. Karena hakim 

menilai permohonan dispensasi kawin yang diajukan pemohon tidak 

sesuai dengan hukum. Terlebih  calon suami anak pemohon bekerja 

sebagai Buruh dengan penghasilan yang tak menentu. Sehingga Majelis 

Hakim memandang menolak lebih baik dari pada harus mengabulkan 

perkara permohonan dispensasi perkawinan tersebut yang diajukan 

pemohon. 
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B. Saran- saran 

1. Kepada Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menangani kasus 

permohonan dispensasi kawin, sangat dianjurkan untuk lebih teliti dalam 

memeriksa dan memutuskan perkara tersebut. Hal ini dikarenakan, bisa 

saja terjadi kebohongan atau manipulasi oleh pihak yang mengajukan 

dispensasi kawin agar di kabulkan oleh hakim dan tetap menikahkan anak 

yang masih dibawah umur. 

2. Kepada pihak Pemohon agar menanamkan Pendidikan keagamaan sejak 

dini didalam kehidupan keluarga. Sehingga nantinya anak-anak mampu 

membentengi diri terhadap pergaualan bebas yang berdampak pada 

kebebasan prilaku seksual diluar nikah, sehingga perkawinan dibawah 

umur dapat dihindari demi mewujudkan kehidupan lebih baik dan sehat. 

3. Masyarkat hendaknya dapat lebih memahami maksud dari 

diberlakukannya peraturan batas usia perkawinan serta mentaatinya, 

karena perkawinan dibawah umur mempunyai peluang besar kepada 

timbulnya kemudharatan. 
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